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 BUPATI MAGELANG  

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 77 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, 

PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA  
DI KABUPATEN MAGELANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAGELANG, 
 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala 

Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal 
dari Perangkat Desa, ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di 
Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di 
Kabupaten Magelang perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat 
Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6427); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 187); 

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf 
Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf 
Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah 

Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59); 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG 
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN 
STAF PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MAGELANG. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan ayat (3) Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di 
Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) 
yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:  
a. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat 
Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 1);  

b. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, 
Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8); 

c. Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, 
Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59) 

diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 3 
 

(1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa memperoleh penghasilan 

tetap setiap bulan.  

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang 

bersumber dari ADD.  

(3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat 

Desa ditetapkan sebagai berikut:  
a. Kepala Desa sebesar Rp3.518.500 (tiga juta lima ratus delapan belas ribu 

lima ratus rupiah) per bulan;  

b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.460.500 (dua juta empat ratus enam puluh 
ribu lima ratus rupiah) per bulan;  

c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dan Staf Perangkat Desa yang 

berasal dari Perangkat Desa sebesar Rp2.236.800 (dua juta dua ratus tiga 
puluh enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan; dan  

d. Staf Perangkat Desa yang tidak berasal dari Perangkat Desa sesuai dengan 
kemampuan keuangan desa paling banyak sebesar Rp2.236.800 (dua juta 

dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan.  

(4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal 
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.  
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Pasal II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 

 
Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Desember 2022 

 
BUPATI MAGELANG, 

 
ttd 

 
ZAENAL ARIFIN 

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Desember 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 

 
ttd 

 

ADI WARYANTO 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 78 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Ditandatangani secara elektronik oleh; 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
# 

 
 

RATNA YULIANTY, S.H., M.H. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 196807301997032003 
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